ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK YANG
MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN PN NOMOR: 1056/PID/A/2012/PN.TK)

Oleh
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Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara
pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana,
baik pelaku orang dewasa maupun anak-anak. Salah satu contoh dalam Putusan
PN Nomor: 1056/PID/A/2012/PN.TK, pelaku yang masih tergolong anak-anak
adalah Arif Saputra yang masih berumur 14 tahun. Terdakwa telah terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja
melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang
dapat dilihat dalam Putusan PN Nomor: 1056/PID/A/2012/PN. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku
anak yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan PN Nomor:
1056/PID/A/2012/PN.TK dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim
dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul
terhadap anak berdasarkan Putusan PN Nomor: 1056/PID/A/2012/PN.TK.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif
dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian
ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan
wawancara terhadap 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan
2 (dua) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian
diolah dengan cara memeriksa dan mengkoreksi data, setelah data diolah
kemudian dianalisis secara analisis kualitatif.
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Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan, maka dalam hal
pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul
terhadap anak dalam Putusan PN Nomor: 1056/PID/A/2012/PN.TK vyaitu pelaku
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 82 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena terdapat kesalahan dan
memenuhi unsur tindak pidana. Hakim memperhatikan pelaku yang masih anak-
anak, aturan-aturan yang mengatur tentang anak, nilai-nilai keadilan, dan saran
dari Balai Pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan dibina
dan dididik di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani selama 6 (enam) bulan.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku adalah
hakim mempertimbangkan pelaku yang masih anak-anak, faktor yuridis, fakta-
fakta dalam persidangan dan faktor non yuridis.

Saran dalam penelitian ini adalah dalam permasalahan anak seharusnya aparat
penegak hukum mengedepankan proses Diversi atau Restorative Justice sehingga
tidak perlu sampai diproses di pengadilan. Orangtua harus mengawasi anaknya
agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut karena pengawasan terbaik adalah
orangtua. Pemerintah lebih aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada
orangtua maupun anak-anak mengenai tindak pidana, dan hal-hal yang terlarang
untuk dilakukan anak.
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